
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dalam memenuhi suatu kebutuhan dimasyarakat semakin 

meningkat dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup di 

masyarakat. Kegiatan jual beli saat ini semakin mudah dimana pelaku usaha 

mencantumkan harga barang dan konsumen dapat memilih produk dan 

menyesuaikan harga produk yang akan dibeli baik makanan, minuman, dan juga 

benda-benda yang dibutuhkan masyarakat. Hal demikian tentunya memberikan 

hal yang positif dan juga hal negatif bagi konsumen. Dengan tingginya tingkat 

kebutuhan masyarakat sehingga terus bermunculan pasar modern dalam hal ini 

yaitu swalayan, minimarket dan juga supermarket. Banyaknya pesaing antara 

pelaku usaha dalam memberikan produk yang dijual akan menguntungkan 

konsumen dalam menentukan produk atau barang yang mereka butuhkan. 

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang setiap produk yang di 

jual telah diberikan label harga dan pada display barang sesuai dengan barang 

yang dijual sehingga para konsumen akan lebih mudah untuk menentukan 

barang yang akan mereka beli. Dalam hal ini produk yang telah dibeli konsumen 

harus sesuai dengan harga yang telah tertera pada display barang minimarket. 

Konsumen akan memutuskan membeli atau membatalkan pembeilan barang 

setelah mengtahui harga barang yang telah dicantumkan pada display barang. 

Adanya label harga pada display suatu barang akan mempermudah konsumen 

dalam menentukan barang dan tanpa menanyakan harga kepada pegawai 

minimarket. Dalam hal tersebut antara harga yang dicantumkan pada display 

 

1 



2 
 

barang dengan yang dibayarkan harus sesuai untuk tidak menimbulkan 

permasalahan terkait dalam memberikan penawaran harga barang. 

Perlindungan konsumen di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi para konsumen dalam melakukan berbagai kegiatan 

pembelian barang atau jasa. Perlindungan hukum ini perlu adanya yang dimana 

untuk menghindari praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh pelaku 

usaha yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya. Hukum 

perlindungan konsumen harus terus mendapatkan perhatain yang dimana 

menyangkut aturan-aturan untuk mensejahtrakan masyarakat, bukan hanya yang 

mendapat perlindungan, namun juga sebagai pelaku usaha yang juga mempunyai 

usaha yang perlu adanya perhatian dan mendapat perlindungan hak dan 

kewajiban pelaku usaha dan juga hak dan keewajiban sebagai konsumen. 

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan 

hukum yang jelas dalam mendapatkan kupuasan serta kelayakan dalam 

mengkonsumsi produk yang mereka beli. Konsumen merupakan individua tau 

sekelompok orang yang mengkonsumsi produk yang mereka beli yang 

disediakan oleh produsen atau pelaku usaha baik dikonsumsi secara individu 

maupun berkelompok. 

Pelaku usaha dalam memberikan penawaran barang yang dijual selmakin 

belragam selhingga pelrlu adanya informasi telrkait barang atau produk yang dijual 

untuk melmpelrmudah konsumeln dalam melnelntukan barang yang melrelka 

butuhkan selhingga melmpelrmudah dan melnarik pelrhatian konsumeln. 

Pelrmasalahan telrjadi keltika konsumeln helndak melmbelli suatu produk di 

minimarkelt yang dimana pada display barang telrcantum harga dan barang selsuai 
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delngan produk yang di pelrdagangkan namun seltellah melmbawa barang yang 

akan dibelli kel kasir dan di total harga barang atau nota bellanja konsumeln yang 

tellah dibelli belrbelda selhingga konsumeln melrasa dirugikan olelh pellaku usaha 

dalam melnawarkan harga barang yang dipelrdagangkan. 

Dilansir dari welnsitel pelnamalut.com, selorang konsumeln Indomarelt Raya 

Akellamo, Kelcamatan Sahu Timur, Kabupateln Halmahelra Barat, melngelluh 

adanya pelrbeldaan harga di labell yang dipajang di rak dan di kasir. Hal itu 

didapati Tiklas, salah satu konsumeln saat belrbe llanja di Gelrai Indomarelt. Tiklas 

melngatakan, ia belrbellanja seljumlah barang selpe lrti Kacang Dua Kellinci 375 

gram delngan harga yang telrpampang di rak gondola Rp 20.300 dan Snack Chuba 

Casava Chips selharga Rpn10.700, Namun keltika dilakukan pelmbayaran di kasir, 

harganya justru belrbelda dan jauh lelbih mahal “Keltika bayar di kasir, telrnyata 

Kacang Dua Kellinci 375 gram itu harganya Rp 41.000, seldangkan untuk Snack 

Chuba Casava Chips harganya Rp 14.500. Padahal di labell yang dipajang itu 

harganya tidak belgitu,”. Tiklas bilang, saat tahu bahwa harganya belrbelda di kasir 

di labell, ia langsung melminta agar ditukar delngan barang lain atau dikelmbalikan 

uangnya. Sayangnya, kasir tidak mau melnukarkan barang atau melngelmbalikan 

uang delngan alasan karelna sudah dilakukan scan. “Kalau modellnya pasar selpelrti 

ini, saya selbagai konsumeln melrasa dirugikan dan melrasa ditipu olelh pihak 

Indomarelt” (Ahmad, 2022). 

Pelrmasalahan pelrbeldaan harga yang dicantumkan delngan yang dibayarkan 

juga masih banyak telrjadi di wilayah kota singaraja. Kota singaraja selndiri 

selbagai kota Pelndidikan yang dimana banyak masyarakat yang melrantau untuk 

belkelrja maupun belrpelndidikan di wilayah kota singaraja. Masyarakat dalam 
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melmelnuhi suatu kelbutuahan selhari-hari delngan melmbelli suatu produk 

makanan, minuman maupun barang yang dibutuhkan salah satunya pada yaitu 

masyarakat dari Kellurahan Banyuasri yang biasa diselbut Dodik yang belrbellanja 

di minimarkelt yang dimana pada display produk makanan ringan telrcantum 

harga Rp 6.500,00 namun pada saat me llakukan pelmbayaran pada kasir harganya 

selbelsar Rp 7.000,00. Ia pada saat itu melmbawa uang hanya selbelsar Rp 7.000,00 

dan ia seldikit telrkeljut dikarelnakan adanya pe lrbeldaan harga yang dicantumkan 

delngan saat mellakukan pelmelmbayaran namun ia tidak melmpelrmasahkan karelna 

pelrbeldaannya yang tidak telrlalu belsar dan uang dibawapun masih cukup. 

Pelrmasalah telrselbut melmang tidak melmbelrikan kelrugian yang sangat belsar 

namun hal telrselbut melmbelrikan informasi yang tidak selsuai melngelnai harga 

suatu produk yang melnyelbabkan masyarakat Kota Singaraja melrasa adanya 

pelrbeldaan harga pada display barang yang dicantumkan delngan yang dibayarkan 

belrbelda melnyelbabkan pelrlunya kelselsuaian selbagai pellaku usaha dalam 

melmbelrikan informasi atau melnawarkan harga suatu produk kelpada konsumeln 

delngan kelselsuaian delnga apa yang dicantumkan pada diplay barang delngan 

yang dibayarkan pada kasir. 

Kelselsuaian harga barang yang telrtelra pada display barang dan juga harga 

yang dibayarkan harus sama selhingga tidak adanya kelsalahpahaman telrhadap 

konsumeln dan juga pellaku usaha. Delngan adanya kelpraktisan dalam 

melnelmukan barang dan juga melnelntuka harga belli selorang konsumeln yang 

dibelrikan minimarkelt namun hal telrselbut selring melnjadi pelrmasalahan. 

Pelrmasalahan yang timbul ini akan melrugikan konsumeln yang dimana saat 

melmilih dan melnelntukan barang dan juga melnyelsuaikan harga barang yang 
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akan dibelli. Pelrmasalahan keltidak selsuaian harga produk pada display barang 

delngan harga yang dibayarkan dimana hal telrselbut dilakukan delngan alasan 

bahwa labell pada display barang bellum diganti dikarelnakan haraga produk naik 

dan hal telrselbut melnye lbabkan konsumeln melrasa ada tidak ada kelselsuaian harga 

dalam melnawarkan harga barang selhingga adanya pelrbe ldaan harga yang 

dicantumkan dan apa dibayarkan. Pelrmasalahan pelrbeldaan harga barang pada 

display barang delngan harga yang dibayarkan melrupakan pelrmasalahan yang 

tidak selsuai delngan keltelntuang pellaku usaha dalam melmbelrikan pelnwaran atau 

harga barang yang dipelrdagangkan. Hal telrselbut dapat telrjadi dikarelnakan 

adanya kellalaian dari pellaku usaha dalam melbelrikan harga yang selsuai delngan 

harga produk aslinya atau adanya pelrbuahan harga namun tidak di selsuaikan 

kelmbali telrkait adanya pelrubahan harga barang yang dipelrdagangkan selsuai 

delngan Undang-Undang Pelrlindungan konsumeln. 

Pelrlindungan konsumeln melnurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 

Pasal 1 butir 1 dijellaskan selgala Upaya yang melnjamin adanya kelpastian hukum 

untuk melmbelri pelrlindungan kelpada konsumeln. Dalam hal ini selgala pelmakaian 

produk atau jasa olelh konsumeln dan konsumeln belrhak melndapat kelpastian 

hukum dalam hal ini pelrlindungan hukum. Hak dala pelrlindungan konsumeln 

diselbabkan olelh faktor bahwa kosnumeln selbagai pellaku elkonomi yang sangat 

pelnting karelna tanpa adanya selorang konsumeln dalam produksi barang atau jasa 

maka pelrelkonomian tidak akan belrjalan. Pelrlindungan hukum melncelrminkan 

dari belrjalannya fungsi hukum dalam melncapai tujuan hukum yakni kelpastian 

hukum, kelmanfaatan, selrta keladilan. Hal ini selbagai konsumeln pelrlu melmahami 

telrkait hak dan kelwajiban konsumeln telrkait pelrlindungan konsumeln. 
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Pelrlindungan konsumeln diartikan selbagai kelselluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah yang melngatur dan juga mellindungi konsumeln dalam hubungan 

dan masalah pelnye ldiaan dan pelnggunaan dalam kelhidupan belrmasyarakat 

(Hariyanto, 2018: 69). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

telntang pelrlindungan konsumeln yang dimana melngatur telntang hak konsumeln 

dan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 telntang pelrlindungan 

konsumeln yang dimana melngatur telntang kelwajiban konsumeln. Dalam UUPK 

telrselbut dimana sellaku konsumeln selmelstinya melndapatkan pelrlindungan hak 

dan melndapat kelpastian hukum. Sellain konsumeln selbagai pellaku usaha juga 

harus melmahami keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan dalam melmbelrikan 

pelnawaran barang yang dipelrjual bellikan. Selbagai pellaku usaha melelmiliki hak 

dan kelwajiban dalam mellakukan usahanya yang diatur dalam Pasal 6 Undang- 

Undang Nomor 8 tahun 1999 yang melngatur hak pellaku usaha dan Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang melngatur kelwajiban pellaku usaha . 

Adanya undang-undang yang melngatur hak pellaku usaha dalam melmbelrikan 

informasi. Belrdasarkan pelrmasalahan pelrbeldaan harga di toko minimarkelt yang 

belrada di kota singaraja masih bellum elfelktif telrkait implelmelntasi UUPK yang 

belrlaku. 

Selpelrti yang dijellaskan dalam UUPK te lrkait kelwajiban dan pellaku usah 

delngan adanya pelrbeldaan harga pada display barang de lngan harga yang ada 

pada kasir melnyelbabkan konsumeln melrasa dirugikan telrutama jika harga yang 

harus dibayar lelbih mahal dibandingkan delngan harga di labell display. 

Pelrmasalahan telrselbut dijellaskan juga dalam Pasal 7 ayat (2) Pelraturan Melntelri 

Pelrdagangan Nomor 35/M-DAG/PELR/7/2013 Tahun 2013 telntang Pelncantuman 
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Harga Barang dan Tarif Jasa yang Dipe lrdagangkan yang dijellaskan bahwa 

“Dalam hal telrdapat pelrbeldaan antara Harga Barang atau Tarif Jasa yang 

dicantumkan delngan Harga atau Tarif yang dikelnakan pada saat pelmbayaran 

yang belrlaku adalah Harga atau Tarif yang telrelndah”. Selhingga jika harga barang 

yang tidak selsuai delngan harga yang ada pada display barang dan di kasir, maka 

harga yang dikelnakan adalah harga atau tarif yang telrelndah. Pelrmasalahan 

pelrbeldaan harga ini biasanya melmang selringkali dianggap kurang pelnting, 

namun hal telrselbut selbelnarnya melmbelrikan informasi yang tidak selsuai dan 

dapat melrugikan konsumeln. 

Dalam Pelraturan Melntelri Pelrdagangan Relpublik Indonelsia Nomor 35/M- 

DAG/PELR/7 /2013 Telntang pelncantuman harga barang dan tarif jasa yang 

dipelrdagangkan. Pasal 2 ayat (1) “Seltiap pellaku usaha yang melmpelrdagangkan 

barang selcara elcelran dan/atau jasa kelpada konsumeln wajib melncantumkan 

harga barang atau tarif jasa selcara jellas, mudah dibaca dan mudah dilihat”. 

Dalam Pasal 3 ayat (1) “Harga barang selbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

harusdilelkatkan/ ditelmpellkan pada barang atau kelmasan, diselrtakan, dan/ atau 

ditelmpatkan delkat delngan barang selrta dilelngkapi jumlah satuan atau jumlah 

telrtelntu”. Ayat (2) “Dalam hal barang yang dipelrdagangkan dikelnakan pajak 

dan/ atau biaya-biaya lainnya, pelncantuman harga harus melmuat informasi 

harga barang sudah telrmasuk atau bellum telrmasuk pajak dan/atau biaya-biaya 

lainnya”. Pelnelrapan pelncantuman pada barang yang dipelrdagangkan tellah diatur 

dalam Pelraturan Melntelri Pelrdagangan Nomor 35/M-DAG/PELR/7/2013 telntang 

Pelncantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Dipelrdagangkan. Pelraturan ini 

melngatur bagaimana adanya keltidak selsuaian dalam melncantumkan harga 
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barang delngan apa yang dibayarkan kelpada konsumeln telrkait harga barang 

ataupun jasa yang belnar dan jujur telrkait harga barang atau jasa yang ditawarkan 

olelh pellaku usaha selhingga konsumeln bisa melndapatkan barang atau jasa yang 

selsuai delngan nilai tukar dan jaminan yang dipelrjanjikan. Dalam Pasal 7 ayat 

(2) Pelraturan Melnte lri Pelrdagangan Nomor 35/M-DAG/PELR/7/2013 Tahun 2013 

telntang Pelncantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Dipelrdagangkan yang 

dijellaskan bahwa “Dalam hal telrdapat pelrbeldaan antara Harga Barang atau Tarif 

Jasa yang dicantumkan delngan Harga atau Tarif yang dikelnakan pada saat 

pelmbayaran yang belrlaku adalah Harga atau Tarif yang telrelndah. Dalam hal 

telrselbut jika adanya keltidak selsuaian telrkait harga yang ditawarkan olelh pellaku 

usaha dalam melmpelrdagangkan barangnya selbagai selorang konsumeln harus 

melmiliki pelrlindungan hukum dan kelpastian hukum jika adanya pelrmasalahan 

antara konsumeln delngan pellaku usaha, 

Belrdasarkan uraian diatas pelrlu adanya kajian yang melndalam telrkait 

pelrlindungan hukum bagi konsumeln dalam keltidak selsuaian barang yang 

ditawarkan pellaku usaha. Kajian ini melnjadi sangat pelnting dan rellavan 

dilakukan melngingat adanya kurangnya pelmahaman anatara pellaku udaha dan 

juga selbagai konsumeln. Dalam hal ini pelrlu difokuskan melngelnai pelrlindungan 

hukum bagi selorang konsumeln dalam mellakukan pelmbellian dalam suatu produk 

dan kelselsuaian pellaku usaha dalam melnaawarkan barang yang dipelrdagangkan. 

Selhingga dalam telrselbut pelnulis telrtarik mellakukan pelne llitian telrkait 

pelrlindungan konsumeln delngan judul pelnellitian “IMPLEMENTASI PASAL 7 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35/M- 

DAG/PER/7/2013 TENTANG PENCANTUMAN HARGA BARANG DAN 
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TARIF JASA YANG DIPERDAGANGKAN DI WILAYAH HUKUM 

KOTA SINGARAJA” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Dari uraian latar bellakang yang dikelmukakan, maka dapat 

diidelntifikasikan masalah-masalah selbagai belrikut: 

1. Kurangnya pelmahaman dalam melmelnuhi suatu hak dan kelwajiban 

sellaku pellaku usaha dalam melmbelrikan informasi. 

2. Kurangnya pelmahaman pellaku usaha dalam aturan hukum telrkait Pasal 

 

7 ayat (2) Pelraturan Melntelri Pelrdagangan Nomor 35/M- 

DAG/PELR/7/2013. 

3. Kellalaian pe llaku usaha dalam melnyantumkan harga barang yang 

melngakibatkan adanya pelrmasalahan. 

4. Adanya ke lluahan konsumeln akibat pelrbeldaan antara harga barang yang 

dicantumkan delngan harga atau tarif yang digunakan pada saat 

pelmbayaran. 

5. Adanya itikatad tidak baik dari pelkalu usaha telrkait delngan informasi 

melngelnai harga. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Belrdasarkan pelrmasalahan yang tellah telridelntifikasi maka adanya 

pelmbatas masalah yang dimana belrtujuan untuk tidak melnyimpang dari 

pokok pelrmasalahan yang ada. Dalam hal ini pe lrmasalahan telrhadap harga 

pada display barang yang tidak selsuai delngan yang dibayarkan pada 

minimarkelt di wilayah hukum Kota Singaraja. Pelmbatasan masalah 

belrdasarkan Pasal 7 ayat (2) Pelraturan Melnte lri Pelrdagangan Nomor 35/M- 
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DAG/PELR/7/2013 telntang Pelncantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang 

Dipelrdagangkan dan bagaimana pelrtanggung jawaban dari pellaku usaha 

atas tidak adanya kelselsuaian harga barang yang telrtelra pada display produk 

delngan harga yang dibayarkan. 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Belrdasarkan uraian latar bellakang dan juga pelmbatasaan masalah 

diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam pelnelliian ini yaitu: 

1. Bagaimana implelmelntasi Pasal 7 Pelraturan Melntelri Pelrdagangan 

Nomor 35/M-DAG/PELR/7/2013 telrkait delngan adanya pelrbeldaan 

antara harga barang yang dicantumkan delngan harga atau tarif yang 

digunakan pada saat pelmbayaran di wilayah hukum kota singaraja? 

2. Bagaimana akibat hukum telrhadap pellaku usaha dalam hal adanya 

keltidak selsuaian harga yang dicantumkan delngan harga/tarif barang 

yang dibayarkan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Belrdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan pelnellitian ini 

melliputi tujuan khusus dan tujuan umum yaitu: 

1. Tujuan Umum 

 

Dalam pelnellitian ini yang melnjadi tujuan umum dalam pelnellitian ini 

adalah untuk melnganalisa telntang pelnelrapan pelrlindungan hukum bagi 

konsumeln telrkait pellaku usaha dalam me lncantumkan harga produk 

pada display barang yang tidak selsuai delngan yang dicantumkan 
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delngan harga atau tarif yang digunakan pada saat mellakukan 

pelmbayaran di kasir. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk melngeltahui kelselsuain hukum telrhadap pellaku usaha telrkait 

keltidak selsuaian harga barang pada display barang delngan yang 

dibayarkayan ditinjau dari Pasal 7 ayat (2) Pelraturan Me lntelri 

Pelrdagangan Nomor 35/M-DAG/PELR/7/2013 telntang 

Pelncantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Dipelrdagangkan. 

b. Untuk melnganalisis bagaimana akibat hukum pellaku usaha telrkait 

pelrbeldaan harga pada display barang antara harga barang yang 

dicantumkan delngan harga atau tarif yang digunakan pada saat 

pelmbayaran. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari pelne llitian ini diharapkan dapat belrguna baik belrmanfaat 

selcara teloritis dan praktis, Adapun manfaatnya yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan ilmu pelngeltahuan 

dalam ilmu hukum khususnya dalam ilmu kelpelrdataan telrkait delngan 

adanya pelrbeldaan antara harga barang yang dicantumkan delngan harga 

atau tarif yang digunakan pada saat pelmbayaran di Kota Singaraja. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Penulis 

 

Melnambah wawasan dalam bidang ilmu hukum melngelnai 

pelrlindungan  hukum  bagi  konsumeln  telrkait  delngan  adanya 
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Melnambah wawasan dalam bidang ilmu hukum melngelnai 

pelrlindungan hukum bagi konsumeln telrkait delngan adanya 

pelrbeldaan antara harga barang yang dicantumkan delngan harga 

atau tarif yang digunakan pada saat pelmbayaran di wilayah hukum 

Kota Singaraja. 

b. Bagi Masyarakat 

 

Melnambah wawasan dan pelmahaman masyarakat melngelnai 

pelrlindungan hukum bagi konsumeln telrkait delngan adanya 

pelrbeldaan antara harga barang yang dicantumkan delngan harga 

atau tarif yang digunakan pada saat pelmbayaran di wilayah hukum 

Kota Singaraja. 

c. Bagi Pemerintah Dan Penegak Hukum 

Melmbelrikan sumbangsih pikiran atas pelnellitian guna adanya 

elvaluasi bagi para aparat pelnelgak hukum dalam pelnanganan 

kelseluaian harga yang dicantumkan pellaku usaha dalam 

melmpelrdagangkan barang. 

d. Bagi Peneliti Sejenis 

Melmbelrikan sumbangsih pelmikiran atas pe lnellitian yang seljelnis 

selrta selbagai bacaan baru bagi para pelnelliti ilmu hukum. 


